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ABSTRAK 
 

Tri Eko Supriyanto. 201610115118. Pemberian Hak Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika 

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

Rehabilitasi sebagai hukuman bagi pecandu dan korban penyalah gunaan Narkotika yang juga 

merupakan sebagai Hak yang wajib diberikan sesuai pasal Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 

547/Pid.Sus/2016/PN.BKS pecandu tetap dijatuhi hukuman yang pada amarnya menyatakan 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah 

guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal ini bertolak 

belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Sel 

dimana korban penyalahgunaan Narkotika dalam amarnya diperintahkan untuk menjalani 

pengobatan dan perawatan me rehabilitasi medis dan sosial pada Klinik Kelima Mandiri DKI 

Jakarta J Raya Kalimalang No. 9 Rt.001/Rw.010, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. dengan 

rumusan masalahyang pertama Bagaimanakah hak pecandu narkotika dalam hal mendapatkan 

rehabilitasi dan yang kedua Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pecandu atau korban yang 

menyalahgunakan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai 

dengn tujuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang 

menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna 

dan pecandu narkotika. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat 

dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. 

Kata Kunci :, Rehabilitasi, Pecandu, Narkotika  
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ABSTRACT 

Tri Eko Supriyanto.201610115118. Granting of the Right to Rehabilitation of Narcotics Addicts 

Based on Article 127 of the Narcotics Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics 

 rehabilitation as a punishment for addicts and victims of abuse of Narcotics which is 

also a right that must be granted in accordance with Article 127 paragraph 3 of Law Number 35 

Year 2009 Regarding Narcotics, but in Bekasi District Court Decision Number 547 / Pid.Sus / 

2016 / PN. BKS addicts are still sentenced to the ruling declaring the Defendant has been legally 

proven and convincingly guilty of committing a criminal Abuse of Group I Narcotics for himself, 

Dropping the criminal on the Defendant and therefore with a prison sentence of 2 (two) years and 

6 (six) ) month. This contradicts the South Jakarta District Court Decision Number 673 / Pid.Sus 

/ 2016 / PN Jkt. Cell where victims of Narcotics abuse in his order were instructed to undergo 

medical and social rehabilitation and treatment at DKI Jakarta Fifth Clinic J Raya Kalimalang 

No. 9 Rt.001 / Rw.010, Cipinang Melayu, East Jakarta. with the formulation of the first problem 

How is the right of narcotics addicts in terms of getting rehabilitation and the second How is Law 

Enforcement against addicts or victims who abuse Narcotics based on Law Number 35 of 2009 

concerning Narcotics. 

 Placement of addicts and victims of narcotics abusers into rehabilitation institutions in 

accordance with the objectives of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics namely article 4 

letter d which states to guarantee the regulation of medical and social rehabilitation efforts for 

narcotics abusers and addicts. In addition, Article 127 with regard to articles 54, 55, and 103 can 

be used as a guide to make rehabilitation decisions. 

Keywords:, Rehabilitation, Addicts, Narcotics 
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MOTTO 

 

“Change will not come if we wait for some other person or some 

other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the 

change that we seek 

 

 
Perubahan tidak akan hadir  jika kita hanya menunggu orang lain 

dan menunda-nunda di lain waktu. Kitalah orangnya yang sebenarnya 

sedang ditunggu tersebut.  Kita adalah perubahan yang kita cari. 

 

 

- Barack Obama 
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